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Untuk menganalisis tunggakan pokok ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan dan mengevaluasi kendala dan upaya pencairan tunggakan pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Matraman.
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Bangunan dan sering terjadi kesalahan dalam sistem sehingga tunggakan Pajak
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan  bagian integral dari permbangunan
nasional. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan daerab,
karena pelaksanaan pembangunar: {:fae?aii adalzh dalam rangka pelaksanaan
pembangunan yang rerbesar di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah daerah
dalam melaksanakan pemeriniahan dan pembangunan membutuhkan dana
cukup besar. Dana sersebut selain diperoleh dari pusat juga dari pendapatan
asli daerah sendiri, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
rangka pelaksanaan pembangunan %ang rersebar di seluruh pelosok tanah air,
peran pemerintah daerah acalah mﬁeiancarkam pelaksanaan pembangunan di
daerah, agar mampu mencipiakan atau menjage  iklim kondusif dalam
pelaksanaan pembangunan  9eTEd membaniu  pemerintah  pusat dalam
menyelenggarakan pemerintakan .di dnerah untuk melaksanakan perannya
tersebut. Pemerintsh daeral mammfutuh%&an dana yang tidak sedikit membiayai
berbagai kebutuhan baik untuk pelaksanaan pemerintahan  maupun
pembangunarn. Kebutuhan dena yang dibutuhkan oleh pemeriniah daerah
dalam arti riil dapat menjadi %.ndii‘;amr besarnya kegiatan penerimaan daerah
dalam melaksanakan perannye. .

Guna membiayai pengeluaran, pemerintah daerah dapat menggali

penerimaannya dari berbagai sumber ferufama yang bersumber dari daerah



sendiri maupun sumbangan dart pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan
upaya menegakkan kemandirian  pembiayaan pembangunan melalui
penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dengan maksud daerah
harus bisa mengatur dan menguras daerahnya sendiri tanpa menggantungkan
dana deri pemerintah pusat vaity melalui pajak tersebut. Saat ini pajak
merupakan sumber penerimasn negara yang paling utama. Sumber devisa dari
sektor minyak dan gas bumi tidak dapat diandalkan lagi karena persediaannya
semakin lama semakin berkurang. Sehubungan dengan itu maka pemerintah
daerah harus berupaya meningkatkan penerimaannya baik pajak daerah
maupun sumber lain.

Agar dapat meningkatkan peran serta masvarakat dalam membayar
pajak, maka sistem perpaiaken vang dipakai sebagai dasar pelaksanaan
pemungutan pajak harus sesusi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi
masyarakat Indonesia dan diharapkan sistem terscbut dapat memberikan
kepercayaan kepada subyek untek melaksanakan kewajibannya. Dengan
demikian diharapkan masyarakat i daerah yang secara langsung
meningkatkan dari hasil peneritnzan Pajak Bumi dan Bangunan untuk lebih
berperan aktif dalam pelaksanaaniiya, termasuk  didalamnya memenuhi
kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sekaligus
mencerminkan  sifat kebersamaan  masyarakat dalam  pembiayaan
pembangunarn.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap

bumi dan bangunan (UU Ivo. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



L

dengan UU No. 12 Tahun 1994). merupakan pajak yang bersifat kebendaan
atau pajak yang bersifat objekiil d.ai!am arti besarnya pajak yang terutang
ditentukan oleh keadaan objek yaitu humi‘tanah dan atau bangunan. Keadaan
subjek pajak (siapa yang membzyar pajak) tidak ikut menentukan besarnya
pajak yang terutang.

Dasar pengenaan PBB untulk setiap bumi dan bangunan sccara umurm
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (MJOP). Dimana NJOP adalah indikasi
nilai jual tanah dan bangunan yaag dimiliki oleh wajib pajak NJOP bumi dan
bangunan tergantung pada luas dan nilai jual/m? tanab serfa bangunan itu
sendiri. Penentuan NJOP untuk kelas tanah didasarkan pada nilai pasar tanah
dan penentuan kelas bangunan b&%‘dasarkan pada biaya untuk mendirikan
bangunan tersebut. Setiap iahun NJOFP suatu daerah meningkat yang
disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang pesat, pertambahan
jumlah penduduk, dan kondisi dari objek pajak seperti luas tanah dan luas
bangunan. Semua hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan
harga pasar objek pajak disuatu daerah meningkat.

Gecara umum faktor-faktor vang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai
ckonomis tanah adalah faktor-fakior yang secara alami yang dimiliki tanah itu
sendiri dan fakior-iaktor sosial ckonomi masyarakat yang langsung ataul tidak
langsung memberi pengaruh terhadap nilai ekonomis dari suatu tanah. Faktor
ekonomis yaitu keadaan kesuburan tanah, kekayaan sumber alam bahan galian
yang terkandung didalam tanah, jauh dekatnya letak tanah terhadap pusat

Kkerampaian, keadazn iklim dan lain-lain. Sedangkan dari faktor sosial ekonomi



masyarakat yaitu meningkainys kepadatan penduduk hingga menyebabkan
meningkatnya permintaan atas tanzh, pembanguan, prasarana jalan, lapangan
terbang, pasar, saluran pertiga aliran, penyediaan {asilitas penerangan, air
minum, sekolah, tempat rekreasi, dasn ditemukannya teknologi baru yang dapat
meningkatkan nilai kemanfaataannyz yang secara alami telah dimiliki oleh
tanah serta bangunannya.

Pemerintah sebagai aparai perpajakan sasuai  dengan fungsinya
berkewajiban melakukan pembinazn, pelayanan dan pengawasan terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor lain yang mempunyai
pengaruh cukup besar adulah pelayanan kepada wajib pajak terutama
pemenuhan kewajiban membavar pajak. Semakin baik pelayanan yang
diberikan aparat perpajakan mika skan mendorong kepatuhan wajib pajak
untuk membayar pajak. Selain i sangat diperlukan adanya pemahaman
peraturan wajib pajak untuk kelangsungan jalannya pembangunan. Hal ini
dapat meningkatkan kesadaran wajih pajak akan kewaj ibannya tersebut.

Matraman sebagai salah satu bagian dari kota Jakarta, mempunyai
sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diandalkan. Namun
demikian, penerimaan Pajak Eumi dan Bangunan hingga saat ini dirasakan
masih belum sesuai dengan »ang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena
timbulnya permasalahan dalam pembayaran aias pajak. Seperti sering terjadi
tunggakan pembayaran pajak ases Pajak Bumi dan Bangunan sehingga kondisi

ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak optimal.



Realisasi pokok ketetapan ¥

peningkatan seperti yang te

Tabel 1.1

rsaii dalam tabel dibawah ini:

Tabel Rencana Penerimaan PEE dan Realisasi Pokok Ketetapan PBB

Pada KPP Pratama Jakarta Matraman

31 setiap tahun secara umum mengalami

Tahun R-encana; RF:&%%S&S% Realisasi Pokok Realisasi Lain-lain
Penerimaan PBB Penerimaan FBB Ketetapan PBB
2009 10.337.480.000 2.985.463.160 8.999.201.915 986.261.245
2010 10.485.102.000 11.650.283.343 9.916.519.889 1.733.763.454
2011 10.071.838.24% 12.484.222 432 11.208.483.671 1.275.738.761

Sumber : KPP Pratama Jakarta Matraman

Tabel 1.2

Penerimaarn PEF per Kelurahan Tahun 2009

Pada KPP Pratama Jakarta Matraman

bl K etatanan PIBE Realisasi Pokok Ketetapan Tunggakan Pokok Ketetapan
Kehurahan Pokok Ketetapan PBE PRB PBB
SPPT Jumiah SPPT Jumlah % 1 SPPT Jurnlah %
Kebon Manggis | 2.807 2732125485 | 1.789 1.949.043.942 | 71.3 | 1.018 783.079.543 | 28.7
Pal Mertam 5060 | 2.445.066.782 1 2.419 1.808.521.972 1 74 | 2.841 636.544.810 | 26
Pisangan Baru 4.660 | 1.633.003.903 | 2.943 1.175.195.787 | 72 | 2.017 457.810.116 | 28
Kayu Manis 3801 | 1.017.467.742 | 2475 660.339.197 | 64.9 1 1.326 357.128.545 | 35.1
Utan Kavu Selatan | 5.548 2.115.815.293 | 3.797 1.483.608.859 | 70.1 | 1.751 632.206.434 | 29.9
Utan Kayu Utara | 4.079 2.953.570.928 | 2.595 1.922.492.158 | 65.1 | 1.484 | 1 031.078.770 | 34.9

Sumber : KPP Pratama Jakarta Matraman




Tarel 1.3

Penerimaan PBE per Kelurahan Tahun 2010

Pada KPP Pratama Jakarta Matraman

Realisasi Pokok Ketetapan

Tunggakan Pokok Ketetapan

Sale 4
Kelurahan Pokok Ketetapan: PB3 ' PRE PBB
SPPT Jumlah SPPT Jumlah % j SPPT Jumiah %

Kebon Manggis | 2.808 2.945.740.108 | 1.630 2 014.0671.784 | 68.4 | 1.178 931.668.324 | 31.6
Pal Meriam 5275 | 2.758.456.15% 2271 | 2.102.217.063 | 76.2 3.004 | 656.239.122 | 23.8
Pisangan Baru 4972 1 1.715.141.130 2,748 | 1.172.770.387 68.4 | 2.224 | 542.370.723 31.6
Kayu Manis 4114 | 1.251.261.749 | 2513 786.567.855 | 62.9 1 1.596 464.693.894 | 37.1
Utan Kayu Selatan | 5.577 2297654 840 | 3.669 1.545.305.255 | 67.53 | 1.908 752.349.585 | 32.7
Utan Kayu Utara | 4.495 | 3.541.236.520 | 2.702 5.295.587.545 | 64.8 1.793 | 1.245.649.375 | 35.2

Sumber : KPP Pratama Jakarta Matraman

Tabel 1.4

Penerimaar PEB per Kelurahan Tahun 2011

Pada KPP Pratama Jalarta Matraman

Pokok Ketetapan 'BE-

Realisasi Pokok Ketetapan

Tunggakan Pokok Ketetapan

Kelurahan PBEB PBB

SPPT Jumiah SPPT Jumlah ey | SPPT Jumlah %
Kebon Manggis | 2.80¢ 3.101.822.005 | 1.617 7262.341.632 | 70.9 11 189 | 929.490373 | 29.1
Pal Meriam 5.422 | 3303840589 5557 | 2.469.498.092 | 74.7 2865 | 834.342.297 | 25.3
Pisangan Baru 503601 .919“365:.8?%&?' 7710 1 1.316.239.327 68.6 {2.317 1 603 126.567 1314
Kayu Manis 4.137 | 1.357.910.565 2520 | 852.590.784 62.8 | 1.608 | 5053 19.579 | 372
Utan Kayu Selatan 56341 2.620.91 5009 | 3707 {1 730.531.162 | 66 1.927 | 890.383.847 34
Utan Kayu Utara 4547 1 3.968.922.201 3.724 | 2.577.282.674 64.9 | 1.823 | 1.391.639.527 35.1

Sumber ; KPP Pratama Jakarte Mateaman
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mempermudah Wajib Pajak melalksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan
dapat dimaksimalkan dengan segala Kemnudahan vang diberikan, dan pada
akhirnya target penerimaan Pajak Burmi dan Bangunan dapat tercapai.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam bentuk skripsi dengan jucul « Apalisis Tunggakan Polkok Ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Dalaim Rangka Pencairan Tunggakan Pokok
Keteiapan Pajak Bumi dan 'E%Bgmgunan Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Matraman”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi tersebut diatas, maka pcrma:saiahan dalam
proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah realisasi pokok ketelapan Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai
dengan rencani penerimast Pajok Bumi dan Bangunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman 7

2. Apakah kendala dan upaya pencairan tunggakan pokok ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan pace Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Matraman ?

1.3 Tujuan Penelitian
{. Untuk menganalisis realisasi pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
dengan rencana penerimant’ Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.
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Untuk mengevaluasi kendals dan upaya pencairan tunggakan pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakaria Matraman.

1.4 Manfzat Penelitian

1.

Bagi Penulis

Menambah pengetahuaan dan pemahaman yang lebih tentang pentingnya
membayar pajak untuk meningkatian penerimaan pajak.

Bagi Kantor Pelayanan Pajok Pratama Jakarta Matraman

Hasil penelitian ini diharapkur menjadi masukan bagi Kanior Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Matraman dalam rangka menganalisis tunggakan
pokok ketetapan Pajak Bunrii dan Bangunan dalam rangka pencairan
tunggakan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan timbulnya

kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



